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PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMORZ9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Menimbang

Menimbang

a.

DI KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten
Grobogan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus

Parkir di Kabupaten Grobogan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
‘Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan
Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14) diubah, sehingga Pasal
5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
Pemungutan Retribusi Parkir.

(3) Besaran nilai Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir
ditentukan berdasarkan survei potensi parkir.

(4) Pihak Ketiga dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir
harus menggunakan karcis resmi yang telah diporporasi sebagai

alat tanda bukti pembayaran retribusi.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetéhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.
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